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RENCANA KERJA(RENJA) DINAS 
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 
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Telp (0561) 577047 PONTIANAK 

 

 

 



 

 

KATA PENGANTAR 

 
 

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2025 dapat diselesaikan 

dengan tepat waktu sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah disesuaikan dengan 

keadaan yang sebenarnya yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub. kegiatan 

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. 

 
Kami menyadari Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak 

kekurangannya, kami berharap dengan Renja ini semua kebijakan, program, kegiatan dan 

sub. kegiatan yang di susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang 

diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 

Kota Pontianak. 

 
Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Dokumen Rancangan Rencana 

Kerja (Renja) ini dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Dinas Kepemudaan, 

Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan dan mendukung dalam tercapainya visi Kota Pontianak yaitu “Pontianak 

Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan yang Cerdas dan Bermartabat”. 

 
Demikian penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 

semoga dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program di Dinas Kepemudaan, 

Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik sesuai rencana. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

  Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 

Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2025, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang 

No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang 

ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat 

Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan sebagai turunannya maka wajib 

disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota 

Pontianak tiap tahunnya.  

  Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 

periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik 

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat. 

Melihat kondisi dan situasi sekarang ini di era globalisasi guna mengantisipasi tantangan 

pada masa yang akan datang, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota 

Pontianak sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah perlu terus menerus 

mengembangkan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. 

  Dengan berlakunya Undang-undang  Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan landasan hukum di bidang 

Perencanaan Pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah 

sehingga terwujud sinergi dalam memformulasikan perencanaan pembangunan di Daerah. 

Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana 

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan 

oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan 

masyarakat. Undang-undang 25 Tahun 2004 ini juga memperkuat implementasi Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan antara 

lain bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian 

kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih 

mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik Pembangunan Nasional, 

Pembangunan Daerah maupun Pembangunan Antar Daerah. 
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Dengan tersusunnya Renja  Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota 

Pontianak, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan 

di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terutama di Kota Pontianak. 

 

1.1. Landasan Hukum 

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Kepemudaan, 

Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2025 adalah:  

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 

II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 

sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat 

II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756). 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700). 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang … (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor …). 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573). 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757). 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402). 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6056). 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178). 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322). 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323). 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402). 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1114). 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447). 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781). 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419). 

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak 

Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Nomor 73). 

20. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak 

Nomor 117).  

21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192). 

22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas 

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak (Berita Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2021 Nomor 128). 

23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2023 Nomor 5). 

24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor … Tahun 2024 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak 

Tahun 2024 Nomor ...). 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  

26. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kepariwisataan 

27. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan 

Kepemudaan 
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1.2. Maksud dan Tujuan 

Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2025 

disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renja PD dengan renstra PD 

serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

agar penyelenggaraan urusan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota 

Pontianak berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan 

isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan 

dari pemangku kepentingan (stakeholders). 

 

1.3. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 

LALU 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

BAB V PENUTUP 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

Penyusunan Renja Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari renstra perangkat 

daerah periode 2024-2026. Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama baru berjalan 

beberapa bulan sehingga tidak bisa dilakukan evaluasi tahunan. Untuk itu, pengisian 

Tabel TC. 29 lebih diarahkan pada pengisian Urusan, Bidang Urusan, Sasaran, Program, 

Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta indikator dan targetnya di akhir tahun renstra (2026) 

dan target pada tahun berjalan (2024). 

Beberapa kali perubahan regulasi tentang nomenklatur program, kegiatan, sub 

kegiatan, dan satuannya menjadi salah satu kendala dalam penghitungan realisasi dan 

capaian. Misalnya setelah menetapkan indikator dan satuan pada saat penyusunan 

dokumen renstra, ternyata tahun berikutnya keluar aturan baru yang mewajibkan 

perubahan pada indikator dan satuan. Akibatnya terjadi ketidaksinkronan antara 

perencanaan dan evaluasi. 

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sudah mengacu kepada Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. 

 

Tabel II.1  

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kepemudaan, 

Olahraga dan Pariwisata s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) Kota Pontianak 
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2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak melaksanakan tugas 

dan fungsinya terdiri atas urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga dan urusan pilihan 

yaitu urusan Pariwisata yang digunakan sebagai analisis kinerja Pelayanan Dinas 

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Salah satu output dari program kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah tersusunnya 

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) secara tepat waktu setiap tahunnya. 

APBD merupakan salah satu instrument kebijakan yang digunakan untuk 

meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, karena didalamnya 

tertuang berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai program dan 

kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Kebijakan umum Dinas 

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2025 dilaksanakan sesuai 

dengan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025  yang telah disepakati oleh Kepala 

Daerah dengan DPRD. 

Untuk lebih lengkapnya hasil analisis capaian kinerja Dinas Kepemudaan,Olahraga dan 

Pariwisata Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel T-C.30  

 

Tabel II.2 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak 
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2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwista Kota 

Pontianak berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 128 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas 

Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 

2021 Nomor 128. 

 

 A. Isu-Isu Penting  

         Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Provinsi Kalbar dengan letak geografisnya yang 

dibelah oleh sungai Kapuas, memiliki potensi yang baik untuk dapat dikembangkannya 

potensi dan prestasi pemuda, dan olahraga baik olahraga prestasi maupun olahraga 

masyarakat, serta pengembangan destinasi wisata ditepian sungai kapuas, baik yang terkait 

dengan seni budaya, kuliner, dan kreatifitas para pelaku usaha dalam upaya meningkatkan 

martabat dan kesejahteraan hidup. Isu penting yang terjadi saat ini di Kota Pontianak yang 

berkaitan dengan urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata diantaranya  :     

1. Menciptakan Pemuda yang tangguh dan berdaya saing dalam menghadapi globalisasi. 

2. Peningkatan daya saing ditentukan dari kemandirian dan kemampuan meningkatkan 

kualitas serta keunggulan SDM (Sumber Daya Manusia). 

3. Memaksimalkan penataan sarana olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak 

dalam rangka peningkatan pembinaan dan prestasi atlet. 

4. Peningkatan kualitas sarana olahraga sesuai dengan standar yang lebih baik 

5. Pembinaan atlet secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bekerja sama organisasi dan 

penggiat olahraga.  

6. Pontianak memiliki ikon yaitu Tugu Khatulistiwa yang menyatakan bahwa Kota 

Pontianak tepat berada diatas lintasan garis khatulistiwa. Selain Tugu Khatulistiwa, Kota 

Pontianak memiliki potensi wisata yang luar biasa yaitu Sungai Kapuas, Sungai Kapuas 

memiliki potensi untuk dikembangkan dengan program Water Front, apalagi dengan 

adanya kapal wisata maka Sungai Kapuas bisa menjadi Destinasi unggulan di Kota 

Pontianak. 

7. Dalam upaya menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Pontianak maka 

perlu penambahan Destinasi Wisata alternatif. 

8. Beberapa tahun terakhir Kota Pontianak telah banyak berubah dengan adanya destinasi 

wisata baru seperti Kampung Tenun, Kampung Batik, Kampung Warna-Warni dan 

Kampung Caping. Selain itu untuk memperindah kota telah dibangun trotoar disepanjang 

jalan utama dan jalan di sekitar pemukiman warga. 

9. Kekayaan kuliner di Kota Pontianak menjadi salah satu hal menarik untuk dikembangkan 

sebagai destinasi wisata kuliner, keanekaragaman kuliner khas Pontianak dapat menjadi 
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daya pikat bagi wisatawan yang ingin  mencicipinya dan meningkatkan berbagai inovasi 

bagi subsektor kuliner. Pemerintah Kota Pontianak tengah mempersiapkan lokasi yang 

bisa menjadi pusat penjualan kuliner/sentra kuliner. Keberadaan sentra kuliner ini 

menjadi destinasi kuliner pilihan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Salah satu 

kekayaan kuliner Pontianak telah diakui sebagai warisan budaya tak benda yaitu pacri 

nanas dan ikan asam pedas. Keberagaman suku dan budaya yang ada di Kota Pontianak 

turut memperkaya cita rasa kuliner seperti Akulturasi budaya Tionghoa-Melayu 

memunculkan kuliner kwetiau, chaikue, che hun tiaw dan lain-lain.    

10. Dengan adanya Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif perlu diimplementasikan dengan 

membentuk Forum Ekonomi Kreatif dan Pembanguan Pusat Kreasi sebagai tempat untuk 

mengembangakan, memasarkan Produk/Jasa Ekonomi Kreatif.  

 

  B. Permasalahan dan Hambatan  

a. Bidang Kepemudaan 

1. Belum optimalnya prestasi pemuda ditingkat yang lebih tinggi.  

2. Masih terbatasnya tempat yang dapat menampung pemuda untuk mengembangkan 

serta menampilkan karya dan kreatifitas.  

3. Belum optimalnya ketrampilan dan kesempatan berwirausaha dikalangan Pemuda. 

4. Masih tingginya angka/kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 

dikalangan Pemuda. 

5. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan OKP dalam menyukseskan 

Program Pembangunan Pemerintah Kota Pontianak. 

6. Masih rendahnya dukungan anggaran untuk meningkatkan kegiatan di Bidang 

Kepemudaan. 

 

b. Bidang Olahraga 

1. Pengelolaan system manajemen keolahragaan pada masing-masing cabang perlu 

peningkatan profesionalitas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap peningkatan prestasi atlet  

2. Belum terpadunya pembinaan dan pengembangan olahraga secara berkelanjutan 

3. Belum adanya olahraga unggulan daerah yang dapat memacu atlet berprestasi ke 

tingkat yang lebih tinggi 

4. Belum memadainya fasilitas, sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang 

prestasi atlet 

5. Masih rendahnya alokasi anggaran untuk peningkatan pembangunan sarana dan 

prasarana olahraga 

6. Belum memadainya SDM yang dimiliki oleh Disporapar untuk mengelola sarana 

prasarana olahraga (baik kualitas maupun kuantitas) 
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7. Masih ada sapras olahraga yang dikelola oleh Disporapar status kepemilikannya 

yang belum jelas. 

 

 

        c. Bidang Pariwisata 

1. Meningkatkan dan mengembangkan potensi pariwisata di Kota Pontianak menjadi 

destinasi wisata yang menarik unggul dan berdaya saing dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.  

2. Memaksimalkan penggunaan IT pada hal-hal yang berkaitan dengan jasa 

transportasi dan akomodasi serta informasi lainnya sehingga memberikan 

kemudahan bagi wisatawan.  

3. Perlu dibuat regulasi terkait dengan standar biaya pada kegiatan Bidang Pariwisata 

dan perlu ditetapkannya aturan tentang kawasan wisata. 

 

d. Bidang Ekonomi Kreatif 

1. Belum maksimalnya kolaborasi antar aktor yang mendukung terciptanya 

ekosistem Ekonomi Kreatif. 

2. Masih sulitnya akses permodalan bagi para pelaku ekonomi kreatif, karena 

mayoritas produk/karya pelaku Ekonomi Kreatif bersifat intangible atau tak 

terlihat. 

3. Masih rendahnya kesadaran para pelaku Ekonomi Kreatif dalam mendaftarkan 

produk/karya sebagai hak kekayaan intelektual.  

4. Belum terbentuknya Forum Ekonomi Kreatif Lintas Stakholder. 

 

2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2025 

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen 

perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan 

Kegiatan seluruh Perangkat Daerah dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang 

bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, 

menjadi pedoman penyusunan RENJA Perangkat Daerah serta menjadi acuan proses 

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).  

 Rancangan awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 telah disusun dan sebelum 

ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal 

tersebut untuk mengakomodir kebutuhan Perangkat Daerah yang belum tercantum 

dalam rancangan RKPD. Dalam Rancangan Awal RKPD terdapat 8 nomenklatur 

program, 17 kegiatan dan 41 sub kegiatan yang dicantumkan dalam RENJA Dinas 

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, yaitu :  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
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2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 

5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 

6. Program Pemasaran Pariwisata 

7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

8. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan 

Hak Kekayaan Intelektual. 
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Tabel II.3  

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 
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2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Hasil Musrenbang Tahun 2025) 

  Pemerintah Kota Pontianak melalui Bappeda telah mengembangkan Sistem berbasis 

online yang lebih dikenal Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk 

mengakomodir Usulan program dan kegiatan dari aspirasi masyarakat, pokok-pokok 

pikiran, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, SKPD dan pemangku kepentingan 

lainnya. Usulan program dan kegiatan disampaikan kepada RT selanjutnya ke kelurahan 

dan diinput langsung oleh operator yang ada di masing-masing SKPD melalui website 

Kementerian Dalam Negeri https://sipd-ri.kemendagri.go.id/. 

2. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan akan dibahas dan diselaraskan 

dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh masing-masing SKPD. Sesuai amanat 

RPJMD Kota Pontianak untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, 

maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan 

pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan. Menindaklanjuti 

berbagai usulan kegiatan tersebut maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota 

Pontianak telah melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan. Hasil verifikasi 

tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau 

tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, 

Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2024, sesuai kriteria yang telah ditentukan.  
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Tabel II.4  

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 

Kota Pontianak 

 

 

NO TANGGAL USUL PENGUSUL USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI KECAMATAN KELURAHAN OPD TUJUAN AWAL

1 15-01-2024

CHRISTOPHER 

JIMMY UTOMO, 

S.STP

Pelatihan Kewirausahaan/Lanjutan 

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

Perlunya pelatihan untuk 

pokdarwis/ pelatihan untuk 

pemuda

RW. 02, Kota Pontianak
Pontianak 

Timur

Tambelan

sampit

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

2 15-01-2024

CHRISTOPHER 

JIMMY UTOMO, 

S.STP

Pelatihan Kewirausahaan/Lanjutan 

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
Pelatihan Kepariwisataan

Pokdarwis RW. 02, Kota 

Pontianak

Pontianak 

Timur

Tambelan

sampit

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

3 15-01-2024

ERLIN  

AGUSTININGSYI

H, S.Sos

Pelatihan Perlindungan Pemuda Dari Bahaya 

Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap 

Narkoba

Masih kurangnya pelatihan untuk 

pemula.

80 Orang

RW. 01 Sampai RW. 08, Kota 

Pontianak

Pontianak 

Timur

Paritmayo

r

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

4 15-01-2024
NORANI, SE., 

ME

Pelatihan Kewirausahaan/Lanjutan 

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

Perlu adanya Pelatihan 

Kewirausahaan untuk Remaja.

Forum Anak Kelurahan 

Banjar Serasan, Kota 

Pontianak

Pontianak 

Timur

Banjar 

Serasan

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

5 15-01-2024
ADE MARHENI 

DEWI, S.STP

Pelatihan Perlindungan Pemuda Dari Bahaya 

Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap 

Narkoba

Pelatihan Pemuda di RW 10 dari 

Bahaya Narkoba

Jl. Khatulistiwa RW. 10, 

Kota Pontianak

Pontianak 

Utara

Siantan 

Hilir

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

6 16-01-2024
Syarif Mahmud, 

S.Sos.,M.AP

Pelatihan Perlindungan Pemuda Dari Bahaya 

Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap 

Narkoba

Sangat diperlukan pelatihan 

penanggulangan narkoba
Kelurahan Dalam Bugis, 

Kota Pontianak

Pontianak 

Timur

Dalambug

is

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

7 16-01-2024

YUSUF 

PANYUNGAN, 

S.STP.,M.Si

Pelatihan Kewirausahaan/Lanjutan 

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

pelatihan kewirausahaan bagi 

pemuda an eribel septia

jl media rt 005 rw 002, Kota 

Pontianak

Pontianak 

Tenggara

Bansir 

Laut

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

8 16-01-2024

YUSUF 

PANYUNGAN, 

S.STP.,M.Si

Pelatihan Kewirausahaan/Lanjutan 

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

pelatihan kewirausahaan bagi 

pemuda an aesar aulayin naufal

jl media rt 005 rw 002, Kota 

Pontianak

Pontianak 

Tenggara

Bansir 

Laut

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

9 16-01-2024

YUSUF 

PANYUNGAN, 

S.STP.,M.Si

Pelatihan Kewirausahaan/Lanjutan 

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

pelatihan kewirausahaan bagi 

pemuda an chintia ambarini

jl media rt 005 rw 002, Kota 

Pontianak

Pontianak 

Tenggara

Bansir 

Laut

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

10 16-01-2024

YUSUF 

PANYUNGAN, 

S.STP.,M.Si

Pelatihan Kewirausahaan/Lanjutan 

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

pelatihan kewirausahaan bagi 

pemuda an ardiansyah

jl media rt 005 rw 002, Kota 

Pontianak

Pontianak 

Tenggara

Bansir 

Laut

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

11 16-01-2024

YUSUF 

PANYUNGAN, 

S.STP.,M.Si

Pelatihan Kewirausahaan/Lanjutan 

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

pelatihan kewirausahaan bagi 

pemuda an vanesha assyura

jl media rt 005 rw 002, Kota 

Pontianak

Pontianak 

Tenggara

Bansir 

Laut

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

12 16-01-2024

YUSUF 

PANYUNGAN, 

S.STP.,M.Si

Pelatihan Perlindungan Pemuda Dari Bahaya 

Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap 

Narkoba

pelatihan an eribel septia
jl media rt 05 rw 02, Kota 

Pontianak

Pontianak 

Tenggara

Bansir 

Laut

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

13 16-01-2024

YUSUF 

PANYUNGAN, 

S.STP.,M.Si

Pelatihan Perlindungan Pemuda Dari Bahaya 

Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap 

Narkoba

pelatihan an aesar aulayin naufal
jl media rt 05 rw 02, Kota 

Pontianak

Pontianak 

Tenggara

Bansir 

Laut

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

14 16-01-2024

YUSUF 

PANYUNGAN, 

S.STP.,M.Si

Pelatihan Perlindungan Pemuda Dari Bahaya 

Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap 

Narkoba

pelatihan an chintia ambarini
jl media rt 05 rw 02, Kota 

Pontianak

Pontianak 

Tenggara

Bansir 

Laut

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

15 16-01-2024

YUSUF 

PANYUNGAN, 

S.STP.,M.Si

Pelatihan Perlindungan Pemuda Dari Bahaya 

Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap 

Narkoba

pelatihan an ardiansyah
jl media rt 05 rw 02, Kota 

Pontianak

Pontianak 

Tenggara

Bansir 

Laut

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

16 16-01-2024

YUSUF 

PANYUNGAN, 

S.STP.,M.Si

Pelatihan Perlindungan Pemuda Dari Bahaya 

Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap 

Narkoba

pelatihan an vanesha assyura
jl media rt 05 rw 02, Kota 

Pontianak

Pontianak 

Tenggara

Bansir 

Laut

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

17 16-01-2024

YUSUF 

PANYUNGAN, 

S.STP.,M.Si

Pelatihan Kewirausahaan/Lanjutan 

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
pelatihan an maulidan kelana

jl media rt 05 rw 02, Kota 

Pontianak

Pontianak 

Tenggara

Bansir 

Laut

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

18 16-01-2024

YUSUF 

PANYUNGAN, 

S.STP.,M.Si

Pelatihan Kewirausahaan/Lanjutan 

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
pelatihan an maulina juniar

jl media rt 05 rw 02, Kota 

Pontianak

Pontianak 

Tenggara

Bansir 

Laut

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

19 16-01-2024

YUSUF 

PANYUNGAN, 

S.STP.,M.Si

Pelatihan Kewirausahaan/Lanjutan 

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
pelatihan an siti ayu lestari

jl media rt 05 rw 02, Kota 

Pontianak

Pontianak 

Tenggara

Bansir 

Laut

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

20 16-01-2024

YUSUF 

PANYUNGAN, 

S.STP.,M.Si

Pelatihan Kewirausahaan/Lanjutan 

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
pelatihan an riswan gunawan

jl media rt 05 rw 02, Kota 

Pontianak

Pontianak 

Tenggara

Bansir 

Laut

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

21 16-01-2024

YUSUF 

PANYUNGAN, 

S.STP.,M.Si

Pelatihan Kewirausahaan/Lanjutan 

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
pelatihan an yudha

jl media rt 05 rw 02, Kota 

Pontianak

Pontianak 

Tenggara

Bansir 

Laut

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

22 16-01-2024

YUSUF 

PANYUNGAN, 

S.STP.,M.Si

Pelatihan Kewirausahaan/Lanjutan 

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
pelatihan an faiz

jl media rt 05 rw 02, Kota 

Pontianak

Pontianak 

Tenggara

Bansir 

Laut

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

23 17-01-2024
FEBBY 

ANDRIKA, SE

Pelatihan Kewirausahaan/Lanjutan 

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

Perlu dilakukan pelatihan untuk 

memberdayakan pemuda dalam 

berwira usaha sebanyak 20 

pemuda/pemudi

Gg. Sinar usaha dalam 

RT.04/RW.09, Kota 

Pontianak

Pontianak 

Selatan
Kotabaru

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA

24 17-01-2024
FEBBY 

ANDRIKA, SE

Pelatihan Kewirausahaan/Lanjutan 

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

Perlu dilakukan pelatihan las besi 

dan teralis untuk 

memberdayakan pemuda 

sebanyak 10 orang

Gg. Sinar Usaha 1/Sinar 

Bersama RT.3/RW.9, Kota 

Pontianak

Pontianak 

Selatan
Kotabaru

DINAS KEPEMUDAAN, 

OLAHRAGA DAN 

PARIWISATA
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional  

 Kebijakan merupakan ketentuan yang telah di sepakati pihak terkait yang di tetapkan 

oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan 

aparatur Pemerintah dan Masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya 

mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan 

nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksnakannya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran 

yang ditetapkan. 

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 

Kota Pontianak dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (Strengths 

– Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan 

tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana 

sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. 

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program 

kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam 

mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu 

kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. 

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang merupakan hasil identifikasi Kebijakan Nasional 

antara lain :  

1. Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014 adalah Mewujudkan bangsa 

yang berdaya saing. 

a. BERDAYA SAING dalam lingkup kepemudaan mengandung arti: “memiliki 

kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pengaderan dan peningkatan 

potensi pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode 

pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan 

kajian, kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda yang terus-menerus 

dikembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai 

tambah kepemudaan di berbagai bidang pembangunan, serta peningkatan akhlak mulia 

dan prestasi pemuda Indonesia di kancah kompetisi global.” 

b. BERDAYA SAING dalam lingkup keolahragaan mengandung arti: “memiliki 

kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pembinaan dan pengembangan 

pelaku, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, pola pelatihan, penghargaan, 

prasarana, dan sarana olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan 

metode penataran, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, 

penelitian, uji coba, dan kompetisi yang telah menerapkan manajemen dan iptek 
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olahraga modern, serta pemanfaatan bantuan, pemudahan, dan sentra keolahragaan 

sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam kompetisi bertaraf regional atau 

internasional”. 

2. Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014 adalah Meningkatkan Daya 

Saing Kepemudaan dan Keolahragaan. 

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014 mengandung arti: 

1. Meningkatkan kepemudaan potensi sumber dengan daya memanfaatkan kemitraan 

lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, untukdan mendukung pemberdayaan 

peningkatan kemasyarakatan penyadaran pemuda wawasan, dan melalui inventarisasi 

potensi, kapasitas keilmuan, kapasitas keimanan, kreativitas, dan kemampuan 

berorganisasi pemuda sehingga pemuda dapat meningkatkan partisipasi, peran aktif, dan 

produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara; 

2. Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing melalui 

penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, 

kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, 

progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa 

Indonesia yang tercermin dalam kebhinnekatunggalikaan untuk mendukung 

pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, pendidikan, dan kepemimpinan, 

kesukarelawanan pemuda di berbagai bidang pembangunan, termasuk penugasan khusus 

bagi pengembangan kepanduan/kepramukaan sebagai wadah pengaderan calon pemimpin 

bangsa; 

3. Meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan 

lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung 

pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga 

melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat luas 

sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri serta 

pemasyarakatan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehat dan aktif sesuai dengan kondisi 

dan nilai budaya masyarakat setempat sehingga masyarakat memperoleh tingkat 

kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan sosial yang berkualitas; dan 

4. Mewujudkan yang olahragawan berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan 

internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial 

dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan 

berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan 

olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada 

pembinaan prestasi olahraga. 

 

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat suatu Program yang dikenal dengan 

: Cleanliness Health, Safety and Environmental Suistainability (CHSE). CHSE berarti 



III-3 

 

bahwa semua kegiatan kepariwisataan wajib menerapkan prinsip kebersihan, kesehatan, 

keselamatan dan keberlangsungan lingkungan.        

3. Upaya yang dilakukan mempercepat pemulihan sektor ekonomi kreatif yang berdampak 

pandemi covid 19 antara lain :  

a. Implementasi aspek kesehatan dan keselamatan pada setiap destinasi wisata sehingga 

wisatawan merasa aman dan nyaman. 

b. Ekonomi kreatif untuk menjadi lokomotif  dalam menciptakan lapangan pekerjaan, 

terutama untuk sektor yang banyak menyerap dan       Pendampingan dan penyiapan 

program re-skiling dan up –skilling dan serta permodalan untuk produk ekonomi 

kreatif. 

c. Mengkaji kembali syarat pemberian pinjaman bagi pelaku usaha pariwista dan 

ekonomi kreatif yang dirasa masih memberatkan. 

Selain itu Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan 6 langkah 

strategis untuk mempercepat pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Indonesia 

antara lain : 

- Program stimulus hibah Pariwisata 

- Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) 

- Fasilitasi On-boarding program digitalisasi bagi para pelaku Ekonomi kreatif  

- Pengembangan Kawasan wisata 

- Pengembangan Kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) 

- Vaksinasi bagi para pelaku wisata dan Ekonomi Kreatif  

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam 

Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan  serta  isu utama bidang 

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Kota Pontianak.  Adapun rumusan tujuan di dalam 

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2024  

adalah : 

1) Meningkatkan kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga. 

 Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator Persentase 

Peningkatan Pemuda dan Olahraga yang Berprestasi di Tingkat Kota / Provinsi / 

Nasional.  

2) Meningkatkan sektor pariwisata. 

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator Kontribusi 

sektor pariwsata terhadap PDRB. 

1. Sasaran 
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Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan 

dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota 

Pontianak dalam jangka satu tahun, sampai 5 (lima) tahun mendatang.  

            Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan 

untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis 

ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measurable), dapat 

dicapai (attainable), nyata (realitstic) dan tepat waktu (time bound). Sasaran dalam Renja 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2024 adalah : 

1) Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga 

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator 

Persentase Peningkatan Pemuda dan Olahraga yang Berprestasi di Tingkat Kota / 

Provinsi / Nasional 

2) Meningkatnya sektor pariwisata. 

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator 

Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. 

    

Berpedoman pada RKPD dan berdasarkan hasil pelaksanaan forum OPD Kota, maka 

ditetapkan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2024 

yang terdiri dari 8 (delapan) program, 18 (Delapan Belas) kegiatan dan 42 (Empat Puluh Dua) 

sub kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 16.473.399.000,-.  

3.3. Program dan Kegiatan 

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan 

sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang 

sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna 

mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat 

menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.  

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 

Kota Pontianak yang direncanakan untuk Tahun 2024  meliputi: 

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA  

Indikator kinerja : Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan 

Daerah. 

Kegiatan : 

a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah 

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan 

Evaluasi kinerja perangkat daerah. 
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Kelompok sasaran: Perangkat Daerah  

Sub Kegiatan : 

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

b. Administrasi Keuangan Perangkat daerah 

Indikator Keluaran (Output): Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan 

perangkat daerah. 

Kelompok sasaran : Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan : 

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan, Semesteran 

SKPD 

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Indikator Keluaran (Output): Jumlah ASN yang dikelola administrasi 

kepegawaiannya 

Kelompok sasaran: Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan : 

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Indikator Keluaran (Output) : Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum 

perangkat daerah. 

Kelompok sasaran : Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan : 

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

- Penyediaan bahan logistik kantor 

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

- Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan 

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Indikator Keluaran (Output): Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan 

pemerintah daerah 
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Kelompok sasaran : Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan : 

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

Kelompok sasaran: Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan : 

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga 

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. 

 

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 

Indikator kinerja : Persentase meningkatnya peran serta kepemudaan. 

Kegiatan : 

a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap 

Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader 

Kabupaten/Kota.    

Indikator Keluaran (Output) : Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan 

Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor 

Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota    

Kelompok sasaran: Pemuda  

Sub Kegiatan : 

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing 

Pemuda Pelopor 

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing 

Wira Usaha Pemula 

- Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda,       Advokasi, 

Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa 

Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses      Perencanaan, Pelaksanaan 

Evaluasi dan Pengambilan Keputusan  Program Strategis  Kepemudaan 

- Penyelenggaraan Seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 

- Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau 

berprestasi    

- Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda 
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b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indikator Keluaran (Output) : Persentase Jumlah Organisasi Kepemudaan yang 

diberdayakan.  

Kelompok sasaran : Pemuda  

Sub Kegiatan 

- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 

 Rencana Aksi : - Pembinaan kepada Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan 

. Seperti Sossialisasi , Penyuluhan dan Bimtek 

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 

Indikator kinerja : Persentase meningkatnya Organisasi Kepramukaan yang dibina dan 

dikembangkan  

Kegiatan : 

a. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan  

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina dan 

dikembangkan.  

Kelompok sasaran : Gugus Depan  

Sub Kegiatan : 

- Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah 

Rencana Aksi : - Pembinaan kepada Gugus Depan dan Satuan karya Pramuka 

(SAKA)  

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN   

Indikator kinerja : Persentase Peningkatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing 

Keolahragaan   

Kegiatan : 

a. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota. 

Indikator Keluaran (Output) : Persentase Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat 

daerah Kabupaten/Kota. 

Kelompok sasaran : Atlet  

Sub Kegiatan : 

- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat 

Kabupaten/Kota. 

- Penyelenggaraan  Kejuaraan  dan  Pekan  Olahraga Tingkat Kab/Kota 

 Rencana Aksi : - Melaksanakan Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah 
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b. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah Propinsi. 

Indikator Keluaran (Output) : Persentase Pembinaan dan pengembangan olahraga 

prestasi tingkat Daerah Propinsi  

Kelompok sasaran : Atlet  

Sub Kegiatan : 

- Seleksi Atlet Daerah  

Rencana Aksi : - Melaksanakan Kegiatan Seleksi Atlet Daerah 

c. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi 

Indikator Keluaran (Output) : Persentase Pembinaan Pengembangan Olahraga 

Rekreasi.  

Kelompok Sasaran : Masyarakat  

Sub Kegiatan :  

- Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi  

- Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga 

rekreasi 

Rencana Aksi : - Melaksanakan Kegiatan Olahraga Rekreasi, bekerjasama dengan 

KONI,KORMI dan NPC 

5. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA  

Indikator kinerja : Persentase Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata  

Kegiatan : 

a. Pengelolaan Daya Tarik wisata Kabupaten/Kota 

Indikator Keluaran (Output) : Persentase Peningkatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata 

Kabupaten/Kota. 

Kelompok Sasaran : Destinasi Wisata  

Sub Kegiatan :  

- Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 

- Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota 

Rencana Aksi : Melakukan Monitoring Destinasi Wisata yang dikelola Disporapar 

b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 

 Indikator Keluaran (Output) : Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota. 

Kelompok Sasaran : Destinasi Wisata  

Sub Kegiatan :  

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota 

Rencana Aksi : Melakukan Pembinaan terhadap Pengelola Destinasi Wisata 
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6. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA  

 Indikator kinerja : Persentase Meningkatnya Program Pemasaran Pariwisata 

Kegiatan : 

a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan 

Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota  

 Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar 

Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota. 

 Kelompok Sasaran : Komunitas   

 Sub Kegiatan :  

- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media  Lainnya  Baik 

dalam  dan luar negeri.  

-  Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata 

Kabupaten/Kota.   

Rencana Aksi : Melaksanakan berbagai kegiatan dan event pariwisata pada 

destinasi wisata yang di kelola Disporapar 

7. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI 

PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELUKTUAL. 

  Indikator kinerja : Persentase Meningkatnya Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.  

Kegiatan : 

a. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif  

Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi 

Kreatif. 

Kelompok Sasaran : Pelaku Ekonomi Kreatif.  

Sub Kegiatan :  

- Fasilitasi Kekayaan Intelektual 

- Rencana Aksi : - Melakukan Pembinaan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif  

8. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN 

EKONOMI KREATIF. 

Indikator kinerja : Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif. 

Kegiatan :  

a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi 

Kreatif Tingkat Dasar  

Indikator Keluaran (Output) : Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas 

Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar. 

Kelompok Sasaran : Pelaku Ekonomi Kreatif.  

Sub Kegiatan :  
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- Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi 

Kreatif 

- Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 

Rencana Aksi : Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan Bimtek terhadap pelaku 

ekonomi kreatif  

Kegiatan Strategis Tahun 2025 

1. Event Olahraga Lari Tingkat Internasional 

2. Event Dragon Boat Internasional dan Festival Kapuas 

Pengembangan Destinasi Wisata : 

a. Tugu Khatulistiwa 

b. Waterfront City 

c. Kawasan Keraton Kadariyah 
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I. BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak adalah 

dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan 

program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta kewenangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak dalam kurun 

waktu tahun 2024 dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam urusan 

Kepemudaan dan Olahraga.  
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Tabel IV.I  

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pontianak 
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